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MOTTO 

 

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang 

paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahui” 

(QS. Al – „Alaq 1 – 5) 

 

“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan 

orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan” 

(QS. Almujadalah 11) 

 

“Tidak Penting apapun agama atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu 

yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” 

(Abdurrahman Wahid) 

 

“Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran 

dengan proses autentiknya sendiri” 

(Emha Ainun Najib) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilhan Judul 

UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 menyatakan, Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban  APBN atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. PP 27 tahun 2014 mendefinisikan Barang 

Milik Negara (BMN) pada pasal 1 ayat 1 sebagai semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Dengan demikian definisi BMN pada UU no 1 tahun 

2004 dengan PP 27 tahun 2014 adalah sama. Barang Milik Negara ini merupakan 

bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh   

pihak lain. 

Barang  milik  Negara  ini  meliputi: Persediaan, Tanah, Gedung dan 

Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya, Konstruksi dalam 

Pengerjaan, Aset Tak berwujud, Aset Kemitraaan dengan fihak ketiga serta aset 

lain-lain. Barang Milik Negara ini merupakan bagian dari aset pemerintah yang 

dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain. Pengelolaan Barang Milik 

Negara / Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, 

Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, 

Pengawasan dan Pengendalian. 

Pengelolaan Barang Milik Negara kurang dianggap penting oleh lembaga 

atau instansi pengguna Barang Milik Negara. Padahal lembaga atau instansi masih 

bertanggung jawab atas Barang Milik Negara yang dimilikinya, baik berupa 

tanggungjawab administrasi maupun fisik barang tersebut. Jika seumpama tidak 

dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan merugikan bagi lembaga atau 

instansi tersebut, karena lembaga akan bertanggung jawab atas kepemilikan 

Barang Milik Negara. Instansi akan mengeluarkan dana untuk mengelola    

Barang Milik Negara yang dimilikinya walaupun itu sudah tidak layak dan tidak 

digunakan jadi akan merugikan untuk instansi tersebut. 
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Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik akan menguntungkan untuk 

lembaga atau  instansi. Barang Milik Negara yang masih layak akan tetapi sudah 

tidak digunakan bisa dilakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan. Akan  tetapi 

jika ada Barang Milik Negara yang sudah tidak layak maka bisa dilakukan 

penghapusan atau pemusnahan. 

Proses penghapusan Barang Milik Negara tidak lepas dari pelaksanaan 

penilaian, proses ini dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis atau nilai wajar 

dari barang Milik Negara. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola Barang Milik Negara. Di Jember 

terdapat kantor operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu Kantor 

Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). 

Permohonan penilaian diajukan oleh lembaga atau instansi atau yang 

sering disebut Satuan Kerja kepada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dan 

kemudian diproses oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan jika sudah 

lengkap maka akan di verifikasi. Setelah selesai di verifikasi maka Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara akan membuat surat permohonan penilaian kepada 

Seksi Pelayanan Penilaian untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik 

Negara yang dimiliki Satuan Kerja yang telah mengajukan permohonan ke Seksi 

Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi Pelayanan Penilaian akan melakukan 

penilaian dengan melakukan survey lapangan dan mencari objek pembandingnya, 

kemudian Seksi Penilaian akan menentukan nilai ekonomis atau nilai wajar dari 

Barang Milik Negara tersebut. 

Hasil dari Penilaian yaitu laporan penilaian yang berisi tentang pernyataan 

penilai, asumsi dan syarat pembatas, ringkasan nilai, lingkup pelaksanaan 

penilaian, analisis data, dan simpulan nilai. Laporan penilaian ini akan diserahkan 

kepada Seksi Pelayanan Kekayaan Negara dan akan disampaikan kepada Satuan 

Kerja. Laporan penilai ini yang nantinya akan dijadikan bahan acuan Satuan Kerja 

untuk dilakukan penghapusan atas Barang Milik Negara yang dimilikinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tempat dalam melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata ini bertempat di bagian Pelayanan Penilaian pada Kantor Pelayanan 
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Kekayaan Negara Lelang (KPKNL). Judul Tugas Akhir ini ialah “PROSEDUR 

ADMINISTRASI PENILAIAN ASET BARANG MILIK NEGARA YANG 

AKAN DI HAPUSKAN PADA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN 

LELANG (KPKNL) JEMBER.” 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata ini adalah agar dapat 

memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kami dan perusahaan selaku 

objek pelaksana kegiatan ini. Adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut :  

a. untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur 

administrasi penilaian aset Barang Milik Negara (BMN) yang akan 

dihapuskan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember; 

b. untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penilaian di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember; dan 

c. menambah wawasan mengenai prosedur administrasi penilaian aset 

Barang Mlik Negara yang akan dihapuskan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata ini meliputi: 

a. mengetahui dan memahami prosedur administrasi penilaian aset Barang 

Milik Negara yang akan dihapuskan di Kantor Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember; 

b. membantu pelaksanakan kegiatan administrasi penilaian aset Barang Mlik 

Negara yang akan dihapuskan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember; 
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c. mengidentifikasi permasalahan tentang sulitya mencari data pembanding 

yang sesuai dengan objek penilaian, dan solusi yang digunakan yaitu 

dengan cara mencari data pembanding dengan langsung terjun kelapangan. 

 

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Jember yang bertempat di Jl. Slamet Riyadi no.34 A 

Patrang – Jember 68111. 

 

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata Dilaksanakan mulai dari 1 Februari sampai dengan 28 

Februari 2018. Sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi Universitas Jember jangka waktu Praktek Kerja Nyata yaitu 

minimal 144 jam. Adapun jam kerja yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut: 

Senin – Kamis 

a. Jam kerja :pukul 07.30 - 17.00 

b. Jam istirahat : pukul 11.30 - 13.00 

Jumat     

a. Jam kerja : pukul 07.30 - 17.00  

b. Jam istirahat : pukul 11.00 - 13.00  

Sabtu – Minggu (libur)  

 

1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disajikan pada Tabel 

1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

No Kegiatan 

Minggu ke 

Jam 

I II III IV 

1 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata diawali 

dengan perkenalan dengan KaSi dan staf 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember 

X 

 

   8 

2 
Menerima penjelasan tentang gambaran 

umum KPKNL 
X    8 

3 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di 

Pelayanan Penilaian meliputi: 

a. membantu mengisi formulir; 

b. membantu membuat laporan penilaian; 

dan 

c. membantu survey. 

X X X X 114 

4 
Mengumpulkan data-data untuk menyusun 

laporan Praktek Kerja Nyata 
X X X X 50 

Total     180 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang 

(Mulyadi, 2016;4). 

 

2.2 Pengertian Administrasi 

Administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “ad” dan 

“ministrare” yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, 

menggunakan istilah administration yang sebenarnya dari kata Ad (Intensif) dan 

Ministrare (to serve) yang berarti melayani. Administrasi sendiri dilihat dari sudut 

pandang terdapat 2 arti yaitu: 

1. Administrasi dalam arti sempit 

Dilihat dari arti sempit, administrasi berasal dari kata administratie (bahasa 

Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan / 

kesekretarisan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, 

menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. 

Administrasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

a. administrasi sebagai kegiatan pencatatan keterangan tertulis (Paul Mabieu & 

The Liang Gie dalam Dewi C Irra, 2011;3). 

b. administrasi sebagai pencatatan dan pemberian bahan – bahan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pimpinan (Tjeng Bing Tie dalam Dewi C Irra, 

2011;3). 

c. administrasi merupakan seluruh himpunan catatan – catatan mengenai 

perusahaan dan peristiwa – peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan 

dan penyelenggaraan perusahaan (Van der Schroeff dalam Dewi C Irra, 

2011;3). 

d. penyelenggara urursan tulis menulis dalam perusahaan (Poerwadarminta 

dalam Dewi C Irra, 2011;4). 
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e. tata usaha / clerical work. (Dephankam dalam Dewi C Irra, 2011;4). 

f. pekerjaan kertas / paper work / pekerjaan tulis menulis. (Miftah Thoha 

dalam Dewi C Irra, 2011;4). 

g. pekerjaan kesekretarisan dan ketatausahaan / secretarial and clerical work  

(Soedjadi dalam Dewi C Irra, 2011;4) 

2. Administrasi dalam arti luas 

Menurut Dewi C Irra (2011:4) Administrasi dalam arti luas, administrasi 

merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam 

mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan keterangan tersebut, administrasi 

dipandang dari 3 sudut pengertian yaitu: 

a. Sudut Proses 

Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, 

sampai pelaksanaan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan 

dapat tercapai. 

b. Sudut Fungsi 

Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu 

maupun individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumya, misalnya: kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pengawasan, dan sebagainya. 

c. Sudut Institusional 

Administrasi merupakan personil – personil baik individu maupun 

sekelompok individu yang menjalankan kegiatan unuk mencapai tujuan 

yang ditentukan sebelumnya. Personil – personil yang ada pada institusional, 

antara lain: 

1) Administrator 

Individu yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin 

dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan. 
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2) Manajer 

Individu yang memimpin dan menggerakkan secara langsung sumber daya 

manusia, uang, mesin, metode, maupun peralatan yang mendukung, dan 

sebagainya. 

3) Staff / Asisten  

Individu yang memiliki keahlian karena harus menyumbangkan pemikiran 

dan sebagai penasihat untuk membantu administrator dan manajer dalam 

membuat kebijaksanaan pada kegiatan institusional. 

4) Worker 

Individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer, untuk 

menghasilkan apa yang menjadi tujuan sebelumnya. 

Akhirnya, konsep administrasi dalam arti luas didefinisikan para ahli sebagai 

berikut: 

a. administrasi adalah kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat 

eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan 

melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk 

mencapai tujuan tertentu (Thoha dalam Dewi C Irra, 2011;6). 

b. administrasi adalah proses yang biasanya terdapat pada semua usaha 

kelompok baik usaha pemerintah / swasta, sipil / militer, baik secara besar – 

besaran maupun kecil – kecilan (Thoha dalam Dewi C Irra, 2011;6). 

c. administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia 

atau lebih didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian dalam Dewi C Irra, 2011;7). 

d. administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan (The 

Liang Gie dalam Dewi C Irra, 2011;7). 
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2.2.1 Unsur – Unsur Administrasi 

Dalam kegiatan administrasi terdapat 8 unsur yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, berikut adalah unsur – unsur 

tersebut: 

a. Organisasi 

Kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, jalinan 

hubungan kerjasama di antara para pekerja dalam suatu wadah bagi segenap 

usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Manajemen 

Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina 

membimbing, menggerakkan dan mengawasi sekelompok orang, serta 

mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah 

ditentukan dapat tercapai dengan baik. 

c. Komunikasi 

Kegiatan menyampaikan berita, pemberian ide, dan gagasan dari 

seseorang kepada orang lain, yang bersifat timbal – balik antara pimpinan 

dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, baik secara formal maupun 

nonformal mewujudkan usaha kerjasama. 

d. Informasi 

Kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, 

menyebarkan, dan mennyimpan berbagai keterangan objektif yang diperlukan 

dalam usaha kerjasama. 

e. Personalia 

Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja yang 

diperlukan dalam usaha kerjasama. 

f. Keuangan 

Kegiatan mengatur dan mengolah penggunaan segi pembiayaan sekaligus 

pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama. 
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g. Perbekalan 

Kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan peralatan 

keperluan kerja dalam usaha kerjasama. Mengurus perlengkapan ini penting 

agar tidak menimbulkan pemborosan. 

h. Humas 

Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan 

masyarakat sekitarnya terhadap usaha kerjasama perusahaan. 

 

2.3 Pengertian Nilai 

Nilai menurut DJKN adalah konsep ekonomi yang merujuk pada harga 

yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau 

jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih 

merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk barang atau jasa pada 

waktu tertentu sesuai dengan definisi tertentu dari nilai. Nilai dapat ditafsirkan 

sebagai "makna" atau "arti (worth)" sesuatu barang / benda. Nilai suatu properti 

dapat pula ditafsirkan sebagai suatu "harga". Nilai tidak semestinya selalu 

dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai menyatu dalam suatu istilah yang lebih 

spesifik, misal : nilai pasar, nilai guna, nilai tukar, dll. 

2.4 Pengertian Penilaian 

Penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam 

mengestimasi nilai dari sebuah kepentingan yang terdapat dalam suatu property 

bagi tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan serta dengan 

mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada property tersebut termasuk 

jenis – jenis investasi yang ada di pasaran. Penilaian juga bisa diartikan sebagai 

proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis 

suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan-

peraturan yang berlaku. 

Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan 

pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan 
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nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Penilaian 

berpedoman pada Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian 

Indonesia (SPI). 

1. Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) 

Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) menurut Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara adalah suatu landasan mendasar dalam pelaksanaan Standar Penilaian 

Indonesia (SPI) agar hasil pekerjaan memenuhi persyaratan – persyaratan yaitu, 

jujur, kompeten, professional. Seperti membuat laporan yang jelas, tidak 

menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting untuk pemahaman 

penilaian secara tepat. Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) mengatur agar 

penilai mematuhi etika dan kompetensi, hasil pekerjaan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada pemberi tugas, masyarakat, profesi, asosiasi penilai. KEPI 

bersifat mengikat dan wajib untuk diterapkan oleh seluruh penilai. Kode Etik 

Penilaian Indonesia (KEPI) memiliki 5 prinsip dasar, yaitu : 

a. integritas : memiliki kejujuran dan dapat dipercaya dalam hubungan 

professional dan bisnis, serta menjunjung tinggi kebenaran dan bersikap 

adil. 

b. objektivitas : menghindari benturan kepentingan, atau tidak dipengaruhi 

atau tidak memihak dalam pertimbangan professional atau bisnis. 

c. kompetensi : menjaga pengetahuan dan keterampilan professional yang 

dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah dibuat 

berdasarkan pada perkembangan terakhir dari praktek dan teknik penilaian 

serta peraturan perundang – undangan. 

d. kerahasiaan : menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

hubungan professional dan bisnis, serta tidak mengungkapkan informasi 

tersebut kepada pihak ketiga tanpa ijin, maupun untuk digunakan sebagai 

informasi untuk keuntungan pribadi penilai atau pihak ketiga (kecuali 

diatur lain dalam peraturan). 

e. perilaku professioanal : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup 

penugasan yang telah disepakati didalam kontrak, mengacu pada SPI. 
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2. Standar Penilaian Indonesia (SPI) 

Standar Penilaian Indonesia (SPI) menurut Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas penilaian secara professional 

yang sangat penting artinya bagi para penilai untuk memberikan hasil yang dapat 

berupa analisis, pendapat dan dalam situasi tertentu memberikan saran – saran 

dengan menyajikan dalam bentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah 

tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. 

a. maksud dan tujuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendorong penilai untuk secara berhati – hati menentukan dan 

memahami kebutuhan dan persyaratan dari pemberi tugas, dan untuk 

memberikan kepastian kepada penilai bahwa penilai dibekali suatu 

standar penilaian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

2) Memajukan penggunaan dasar penilaian dan asumsi secara konsisten 

dalam penilaian dan pemilihan dasar penilaian yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan pemberi tugas. 

3) Membantu penilai untuk mencapai kompetensi professional dengan 

standar yang mengikuti pedoman internasional dalam persiapan dan 

pelaksanaan pekerjaan penilaian. 

b. peran Standar Penilaian Indonesia (SPI) adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Penilai: Menjadi panduan dalam menjalankan praktik penilaian  

2) Pengguna Jasa: Menjadi acuan dalam pemanfaatan hasil penilaian. 

3) Pemerintah maupun lembaga terkait: Menjadi perangkat control dalam 

pelaksana penilaian di Indonesia. 

 

2.4.1 Penilaian Aset 

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian 

atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan 

outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independen. Hasil dari 
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nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun 

informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. 

Permohonan bisa diajukan oleh pengelola barang untuk Barang Milik 

Negara berupa tanah dan / atau bangunan dan selain tanah dan / atau bangunan 

dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan. Permohonan penilaian juga 

bisa diajukan oleh penguna barang untuk Barang Milik Negara selain tanah dan / 

atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan. Pengelola 

barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan 

kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan Barang Milik Negara. 

 

2.5 Pengertian Barang Milik Negara (BMN) 

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban  APBN atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. PP 27 tahun 2014 mendefinisikan Barang 

Milik Negara (BMN) pada pasal 1 ayat 1 sebagai semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Dengan demikian definisi BMN pada UU no 1 tahun 

2004 dengan PP 27 tahun 2014 adalah sama. Barang Milik Negara ini merupakan 

bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak 

lain. 

Barang  milik  Negara  ini  meliputi: Persediaan, Tanah, Gedung dan 

Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya, Konstruksi dalam 

Pengerjaan, Aset Tak berwujud, Aset Kemitraaan dengan fihak ketiga serta aset 

lain-lain. 

Barang Milik Negara ini merupakan bagian dari aset pemerintah yang 

dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain. Pengelolaan Barang Milik 

Negara / Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, 

Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, 
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Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, 

Pengawasan dan Pengendalian. 

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran 

Konsep Perencanaan BMN diatur dalam PP 27 tahun 2014 Pasal 9. Pasal 9 

ayat 1 yang menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 

disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian / Lembaga serta ketersediaan Barang Milik Negara yang ada. 

2. Pengadaan 

Pengadaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan 

pengadaan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. 

3. Penggunaan 

Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas 

Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu 

kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang  (PP 27 tahun 2014 Pasal 

16 ayat 1). Menurut Penjelasan PP 27 tahun 2014, yang dimaksud dengan 

Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu 

antara lain adalah Barang Milik Negara yang tidak mempunyai bukti 

kepemilikan atau dengan nilai tertentu. 

4. Pemanfaatan 

Terdapat beberapa bentuk pemanfaatan BMN menurut PMK 78 / PMK.06 / 

2014 pasal 5 yang meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfatatan, 

Bangun GunaSerah / Bangun Serah Guna dan KSPI. 

5. Pengamanan dan Pemeliharaan 

Menurut PP 27 tahun 2014 Pasal 42 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang 

dan / atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang 

Milik Negara / Daerah yang berada dalam penguasaannya.Pengamanan 

Barang Milik Negara meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, 

dan pengamanan hukum. 
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6. Penilaian 

Menurut PP 27 tahun 2014 pasal 1 ayat 7 Penilaian adalah proses kegiatan 

untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang 

Milik Negara/Daerah pada saat tertentu. Sesuai dengan PP 27 tahun 2014 

pasal 49 Penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

7. Pemindahtanganan 

Menurut PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 

Daerah, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 

Negara / Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah tersebut 

dilakukan dengan cara:  

a. penjualan; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; atau 

d. penyertaan modal Pemerintah Pusat / Daerah. 

 

8. Pemusnahan 

Menurut PP 27 tahun 2014 pasal 1 ayat 22, Pemusnahan adalah tindakan 

memusnahkan fisik dan / atau kegunaan Barang Milik Negara / Daerah. 

Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal: 

a. barang Milik Negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan 

/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan. 

9. Penghapusan 

Sesuai dengan PP 27 tahun 2014 pasal 1 ayat 23 Penghapusan adalah tindakan 

menghapus Barang Milik Negara / Daerah dari daftar barang dengan 

menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari 
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tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. Penghapusan meliputi: (a). Penghapusan dari Daftar Barang 

Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan (b). Penghapusan 

dari daftar Barang Milik Negara. 

10. Penatausahaan 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. Pembukuan merupakan Kegiatan pendaftaran 

dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna 

Barang dan Pengelola Barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara. 

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, 

bimbingan, pelatihan, dan supervisi. 

 

2.6 Pengertian Penghapusan 

Penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan / 

meniadakan barang – barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah 

dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagai mana 

mestinya seperti digunakan untuk kepentingan dinas. Misalnya rusak, mati total, 

terlalu memerlukan biaya yang banyak untuk memperbaikinya. Adapun tujuan 

dan syarat – syarat penghapusan diantaranya yaitu: 

1. Tujuan Penghapusan 

a. mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya 

pemeliharaan bagi pengguna Barang Milik Negara (BMN). 

b. meringankan beban kerja pelaksana inventaris. Membebaskan tanggung 

jawab atas kepengurusan Barang Milik Negara (BMN). 

2. Syarat – syarat Penghapusan 

a. keadaan Barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat 

diperbaiki atau digunakan lagi. 
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b. kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. 

c. tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini / atau sudah ketinggalan 

zaman. 

d. hilang akibat kelalaian pengguna barang. 

e. musnah akibat bencana alam. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

3.1.1 Berdirinya KPKNL di Indonesia 

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang 

negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas 

mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang 

merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam 

pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri 

Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang 

Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN. 

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet,diterbitkanlah 

keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang 

dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur 

organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri 

Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan 

tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). 

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang 

ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 

tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang 

dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh 

Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). 
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Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 

2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang 

digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat 

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik 

Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan 

negara dan penilaian. 

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan 

inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas 

DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai 

neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya 

mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan 

pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 

kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. 

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar 

neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian 

nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai 

bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi 

kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam 

fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission 

pengelolaan kekayaan negara. 

 

3.1.2 Berdirinya KPKNL Jember 

Pada tahun 1991 didirikan kantor bernama Kantor Pengurusan Piutang 

Negara (KP3N) Jember, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengurus 
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piutang negara. Sebagai kantor yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang 

dimiliki sangat terbatas. Kantor masih menyewa (Jl. Mastrip No. 79, Jember), 

minim sarana transportasi serta sumberdaya manusia, Namun demikian, semangat 

kami tetap tinggi untuk melayani pengguna jasa, dalam hal ini melaksanakan 

pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh Bank-bank Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Negara dan Daerah, serta instansi Pemerintah. 

Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan 

Piutang dan Lelang Negara. Dengan perubahan ini, tugas dan fungsinya 

bertambah, yaitu selain memberikan pelayanan pengurusan pitang negara macet, 

juga melayani lelang. Pengguna jasa KP2LN meliputi Instansi Pemerintah 

Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan hukum Swasta dan 

Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember memperoleh dana dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun gedung kantor. 

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi 

penambahan 2 (dua) tusi sekaligus, yaitu pengelolaan kekayaan Negara dan 

penilaian. Namanya pun berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL). Pengguna jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja Kementerian 

/ Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara / 

Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan yang dikelola. Alhamdulillah 

penambahan tusi ini juga diikuti dengan perbaikan sarana / prasarana. Saat ini 

kami menempati gedung kantor kami sendiri, sarana transportasi lebih dari cukup 

dan juga tersedia fasilitas rumah dinas bagi Kepala Kantor, Kasubbag Umum dan 

Para Kepala Seksi, Serta mess karyawan. Hal ini semakin memacu kami untuk 

bekerja lebih giat untuk memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada para 

pengguna jasa. 
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3.1.3 Visi dan Misi KPKNL 

a. Visi KPKNL 

Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang 

profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar – besar kemakmuran 

rakyat. 

b. Misi KPKNL 

1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan efisiensi pengeluaran dan 

efektifitas pengelolaan kekayaan negara; 

2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan 

hukum; 

3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan 

acuan dalam berbagai keperluan penilaian; 

4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel; dan 

5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, 

adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu 

mengakomodasikankepentingan masyarakat. 

 

3.1.4 Logo KPKNL Jember 

Pada era sekarang ini setiap perusahaan atau kantor memiliki identitas 

tersendiri yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Menciptakan sebuah logo yang selain untuk membedakan diridengan perusahaan 

lain tetapi juga sebagai identitas sebuah perusahaan. Sehingga hanya melihat 

logonya saja masyarakat akan mengetahui perusahaan apa itu. Sebuah logo 

perusahaan biasanya memilki makna tertentu. Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai logo yang mengikuti Kementerian 

Keuangan karena Kantor Kekayaan Negara dan Lelang merupakan salah satu unit 

kerja yang saat ini berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Departemen Keungan Republik Indonesia. Adapun logo dari Kementerian 

Keuangan dapat dilihat pada gambar. 
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Gambar 3.1 Logo Kementerian Keuangan 

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 

Februari 2018 

Arti makna dari logo tersebut adalah : 

a. padi dan kapas melambangkan cita-cita upayaa kita untuk mengisi 

kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya 

Negara Republik Indonesia; 

b. sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas; 

c. gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, 

mengamankan keuangan negara; dan 

d. ruang segi lima melambangkan dasar negara pancasila. 

Arti keseluruhan : 

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan suatu daya yang 

mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksankan 

tugas kementerian keuangan. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember 

terdapat beberapa posisi terdiri dari : 

1. Kepala Kantor KPKNL 

2. Kepala Sub Bagian Umum  

3. Kepala Seksi Pengolaan Kekayaan Negara 
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4. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian 

5. Kepala Seksi Piutang Negara 

6. Kepala Seksi Pelayanan Lelang 

7. Kepala Seksi Hukum dan Infomasi 

8. Kepala Kepatuhan Internal 

Berikut ini adalah bagan atau struktur organisasi dari Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember, Februari 2018 

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 

Februari 2018 
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3.3 Uraian Tugas dan Fungsi 

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi masing - masing bagian 

yang tercantum pada struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember, yaitu: 

1. Kepala Kantor 

Kepala kantor memilki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggung jawab terhadap hasil keputusan piutang dan lelang negara 

kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 

b. memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan 

fungsinya sesuia dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

2. Sub Bagian Umum 

a. Tugas 

Bagiam umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

keuangan, perlengkapanan, protokoler, tata usaha, dan rumah tangga. 

b. Fungsi 

1) Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas; 

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

3) Pelaksanaan urusan keuangan; 

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

3. Seksi pengelolaan kekayaan negara 

a. Tugas 

Bidang pengelolaan kekayaan negara mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan 

pengelolaan di bidang pengelolaan kekayaan negara. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, inventarisasi, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; 

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan Kekayaan Negara; 
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3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggung 

jawaban, pelaporan, dan akuntansi serta penyusunan daftar kekayaan 

negara; dan 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

4. Seksi Pelayanan Penilaian 

a. Tugas 

Bidang penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan 

teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai 

serta Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, 

properti, properti khusus dan usaha. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, 

properti khusus dan usaha; 

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan 

informasi di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti 

khusus dan usaha; Penyusunan bahan bimbingan terhadap penilaian; 

dan 

3) Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian. 

5. Seksi Piutang Negara 

a. Tugas 

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, 

penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang 

negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan 

hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian 

piutang negara, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan 

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik 

penanggung hutang atau jaminan hutang. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

 

 

 

 

 

b. Fungsi  

1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan 

penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

2) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan, 

keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara; 

3) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang 

negara; 

4) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara; 

5) Pelaksanaan pengurusan piutang negara; 

6) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan 

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak 

diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; 

7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan 

pelaksanaan pengamanan, permberdayaan dan pemasaran barang 

jaminan. 

6. Seksi Pelayanan lelang  

a. Tugas 

Bidang lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengembangan lelang, dan 

bimbingan terhadap Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, serta 

pengawasan lelang. 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

evaluasi. Verifikasi risalah lelang, dan pengembangan lelang; 

2) Penyiapan bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang; 

4) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Usaha Jasa 

Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang. 
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7. Seksi Hukum dan Informasi 

a. Tugas 

Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan pelayanan bantuan hokum dan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, 

dan pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, 

pengurusan piutang negara dan lelang. 

 

b. Fungsi 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan hukum, 

penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan 

negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang; 

3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 

4) Penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas 

pengurusan piutang negara; 

5) Pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi. 

8. Seksi Kepatuhan Internal 

a. Tugas 

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, 

laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan 

disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum 

(legal opinion), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharan perangkat, 

jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan 

implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. 
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b. Fungsi 

1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan 

laporan akuntabilitas kinerja; 

2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan intern, 

pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode 

etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah; 

3) penyiapa bahan koordinasi dan pelaksanaan pemauntauan tindak lanjut 

hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis 

di lingkungan Kantor Wilayah; 

4) penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penaganan perkara dan 

pemberian pendapat hukum (legal opinion); 

5) penyiapan bahan perencanaan , pengelolaan dan pemeliharaaan 

perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi; 

6) penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan 

7) penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 

b. setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior 

yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal; 

c. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan clan beban 

kerja; 

Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

3.4 Kegiatan Pokok KPKNL Jember 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk 

sebagai tuntutan dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang 

bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan 
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(stakeholder) dengan pelayanan yang tertib, lancer dan amanah, serta bebas dari 

pungutan liar (pungli). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

merupakan kantor vertikal Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang 

melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Kekayaan Negara, penilaian, 

Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. 

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 

Lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan 

organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang dengan Peraturan Menteri Keuangan. berdasarkan pertimbangan maka 

perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 94 Tahun 2006. 

 

3.5 Kegiatan Bagian Yang Dipilih 

Bidang Pelayanan Penilaian merupakan salah satu seksi yang terdapat 

pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Adapun 

alasan penyusun memilih bidang penilaian sebagai pembahasan dalam Laporan 

Praktek Kerja Nyata, untuk menambah wawasan yang berkenan dengan kegiatan 

penilaian. Sehingga pembaca memahami kegiatan – kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh bidang Pelayanan Penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

Bagian Pelayanan Penilaian mempunyai tugas untuk melaksanakan penilaian, 

memberikan nilai, mensurvey BMN, mempertimbangkan nilai BMN yang 

dimiliki Satuan Kerja (SATKER). Penilaian dapat dilakukan apabila ada 

permohonan penilaian BMN atau kekayaan Negara dari Satuan Kerja yang di 

naungi oleh KPKNL Jember. 
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan mengambil judul 

“Prosedur Administrasi Penilaian Aset Barang Milik Negara yang akan di 

Hapuskan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember”. Berikut ini adalah hasil dari Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

1. Prosedur Penilaian aset Barang Milik Negara yang akan dihapuskan dimulai 

dari Satuan Kerja mengajukan surat permohonan untuk penghapusan aset 

Barang Milik Negara kepada Seksi Pelayanan Kekayaan Negara. Setelah 

Seksi Pelayanan Kekayaan Negara Membuat surat permohonan penilaian 

kepada Seksi Penilaian. Kasi Seksi Penilaian memilih tim penilai yang telah 

terbentuk untuk melaksanakan tugas penilaian. Tim yang terpilih akan 

diberikan Nota Dinas penugasan, setelah menerima Nota Dinas tim penilai 

langsung melakukan survey untuk mengetahui objek penilaian. Hasil dari 

survey berupa Laporan Penilaian yang akan di presentasikan kepada seluruh 

pegawai kantor. Jika ada revisi maka tim penilai akan merevisi laporan 

tersebut sebelum diberikan kepada Seksi Pelayanan Kekayaan Negara. Seksi 

Pelayanan Kekayaan Negara memberikan laporan hasil Penilaian dari seksi 

penilaian kepada Satuan Kerja dan dibandingkan dengan harga yang telah 

disebutkan Satuan Kerja. Nilai minimum yang akan digunakan untuk di lelang 

adalah harga tertinggi dari hasil laporan penilaian dan juga Harga dari Satuan 

Kerja. 

2. Proses Penilain dimulai dari merima permohonan penilaian dari Seksi 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kasi Seksi Pelayanan Penilaian 

memilih tim penilai yang akan bertugas menilai aset Barang Milik Negara 

yang diajukan Satuan Kerja. Tim penilai menerima Nota Dinas penugasan 

untuk segera melaksanakan survey terhadap objek penilaian. Setelah 

dilakukan survey tim penilai akan membuat laporan yang akan dijadikan 
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acuan untuk Satuan Kerja untuk menghapuskan aset Barang Milik Negara 

yang dimilikinya. 

3. Permasalahan yang sering dihadapi oleh tim penilaian yaitu sulitnya mencari 

data pembanding yang sesuai dengan objek penilaian. Solusi yang dilakukan 

oleh tim penilaian untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara 

terjun langsung ke lapangan untuk mencari data pembanding untuk objek 

penilaian. 
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